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ABSTRACT 

This study aims to analyze the role of multi-stakeholders in developing a sustainable 
tourism investment ecosystem in the buffer zones of the Nusantara Capital City (IKN), 
based on a normative juridical review of applicable laws and regulations as well as 
literature studies. The research method employs a normative juridical approach through 
the study of legal documents and policies related to tourism and investment 
development. The findings highlight the importance of regulatory harmonization and 
coordination among stakeholders as key factors for the successful development of 
sustainable tourism based on legal certainty and the integration of local resources. The 
outcome of this study is a recommended model to achieve harmonization and synergy 
in multi-stakeholder collaboration for strengthening tourism in the IKN buffer zones. 
 
Keywords: Model, Collaboration; Stakeholder; Tourism;  Ikn Buffer Zone 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multi-stakeholder dalam 
pembangunan ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga Ibu 
Kota Negara Nusantara (IKN) berdasarkan kajian normatif yuridis terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan studi literatur.  Metode penelitian 
menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi dokumen hukum dan 
kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan investasi. Hasil penelitian 
menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar-pemangku 
kepentingan sebagai kunci keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang 
berbasis legalitas dan integrasi sumber daya lokal. Luaran penelitian ini merupakan 
model yang direkomendasikan guna tercapainya harmonisasi dan sinergi kolaborasi 
multi-stakeholder dalam penguatan pariswisata daerah penyangga IKN. 

Kata kunci: Model, Kolaborasi, Stakeholder, Pariwisata, Daerah Penyangga Ikn. 
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I. Pendahuluan 

Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) mengusung konsep green, smart, 

beautiful, and sustainable guna mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 

nomor 11, yaitu membangun kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan 

(Indonesia.go.id,2025). IKN memberikan dampak signifikan bagi daerah 

penyangga, khususnya sektor pariwisata yang berpotensi berkembang pesat 

(PKP2A, 2020). Oleh karena itu, keunggulan lokal daerah penyangga perlu 

dioptimalkan melalui kebijakan tepat guna membangun ekosistem pariwisata yang 

berkelanjutan dan berdaya saing, sejalan dengan SDGs nomor 8 dan 9 (Widiarani, 

et.al, 2021). Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan regulasi, 

pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta optimalisasi sumber daya manusia 

(SDM) dan sumber daya alam (SDA) (Pribadi, et.al, 2023). Urgensi penelitian ini 

terletak pada perlunya mengatasi harmonisasi regulasi serta ketidaksiapan UMKM 

sektor pariwisata yang membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder dari pemerintah 

daerah, perguruan tinggi, perusahaan investasi, serta dinas terkait. Hal ini 

sekaligus berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3, 5, dan 7 

melalui keterlibatan dosen di luar kampus, pemanfaatan hasil riset oleh 

masyarakat, serta integrasi penelitian dalam pembelajaran kolaboratif berbasis 

problem solving (Riana, et.al, 2024). 

Model kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

diperlukan agar legalitas usaha, teknologi AI, serta pengelolaan sumber daya dapat 

mendukung optimalisasi sektor pariwisata. Penajam Paser Utara, Kutai 

Kartanegara, dan Balikpapan dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan 

daerah penyangga utama yang strategis dan perlu bersinergi dengan IKN. Ketiga 

daerah ini secara geografis paling dekat dan langsung terdampak pembangunan 

IKN, namun tidak termasuk dalam 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional serta 

memiliki kebijakan daerah yang belum mendukung daya saing dan branding IKN 

(Grasse, et al. 2018). Di sisi lain, kawasan seperti Kota Samarinda memiliki potensi 

ekonomi lokal, termasuk sebagai sentra pengrajin sarung tenun di Kelurahan Air 

Hitam, yang merupakan bagian dari sejarah industri tekstil tradisional di Kalimantan 

Timur. Produk sarung tenun dari daerah ini memiliki nilai estetika tinggi dan 

identitas budaya khas (Retnaningsih, 2020). Namun, UMKM pengrajin sarung 

tenun di Kelurahan Air Hitam masih menghadapi berbagai tantangan yang 

menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka di pasar lebih luas (Mustafa, et 

al, 2020). Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat legalitas 

usaha di kalangan pengrajin, serta minimnya inovasi dan digitalisasi (Muhammad, 

et al, 2017). Banyak pelaku usaha masih beroperasi dalam skala kecil tanpa izin 
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usaha sah, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau sertifikasi yang 

diperlukan untuk akses pasar yang lebih luas. Ketidakhadiran legalitas ini 

membatasi akses terhadap pembiayaan, program bantuan pemerintah, serta 

peluang ekspor (Soares, et al., 2015). Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai 

regulasi dan perizinan membuat pelaku UMKM sulit memperoleh perlindungan 

hukum memadai (Salamah dan Yananda, 2018). 

Manajemen bisnis dan strategi pemasaran yang masih konvensional juga 

menjadi kendala utama. Banyak pengrajin bergantung pada metode pemasaran 

tradisional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk 

memperluas pasar. Inovasi dan digitalisasi menjadi kendala karena keterbatasan 

kompetensi dan akses. Minimnya pemanfaatan e-commerce dan strategi 

pemasaran digital membuat produk sarung tenun kurang dikenal di pasar nasional 

dan internasional (Klager, 2013). Berbagai inisiatif pemerintah dan lembaga 

internasional telah dilakukan untuk mendorong pengembangan UMKM, seperti 

kunjungan Japan International Cooperation Agency (JICA) ke Kampung Tenun 

Samarinda pada Juli 2024 yang bertujuan memperkenalkan sarung khas 

Samarinda sebagai komoditas ekspor potensial. Namun, tanpa strategi penguatan 

legalitas dan model ekspansi pasar berbasis riset, peluang ini sulit dimanfaatkan 

secara maksimal (Hartley, 2015), serta menyusun model optimalisasi ekspansi 

pasar agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas (Mo, et al., 2022). 

Berbagai kajian sebelumnya menegaskan pentingnya aspek legalitas dan 

strategi pemasaran dalam pengembangan UMKM, Amalia et al. (2023) menilai 

legalitas usaha dan aspek pasar menentukan kelayakan industri (Muzayanah, et al. 

2022). Parman et al. (2024) menambahkan strategi pemasaran tepat berperan 

besar dalam memperluas penetrasi pasar (Kummitha, et.al, 2023). Perlindungan 

hukum terhadap produk budaya lokal sangat penting (Glyptou, 2024). Fazar (2023) 

mengusulkan pendekatan SWOT dan STP untuk memperluas pasar secara efektif 

(Amal dan Sulistyawan, 2022). Nugroho et al. (2021) mengungkapkan penguatan 

positioning produk sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing UMKM 

(Bisnis.com, 2023). Latifah (2021) menekankan segmentasi dan penargetan pasar 

yang tepat diperlukan agar sarung tenun menjangkau konsumen luas (Park and 

Park, 2016). Paladan et al. (2024) menunjukkan kombinasi kualitas produk dan 

strategi pemasaran sebagai faktor keberhasilan pengrajin (Dhir, 2015). Zaman et 

al. (2023) menyoroti penguatan manajemen keuangan dan pemasaran dalam 

mengembangkan produk daerah (Nola, 2016). 

Aulia (2022) berpendapat pameran produk berperan signifikan 

memperkenalkan produk ke pasar luas (Kamalia  & Andriansyah, 2021). 
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Pemberdayaan UMKM juga memerlukan  peran aktif pemerintah daerah. Manalu 

(2023) menyoroti peran penting pemerintah memberdayakan UMKM, meskipun di 

beberapa daerah seperti Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Murtiningsih (2014) 

mengkritisi bahwa program pelatihan belum berdampak signifikan pada 

kesejahteraan pengrajin (Triarda & Damayanti, 2021). Femilia (2019) 

menambahkan program pemberdayaan pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sikka 

lebih banyak dirasakan oleh pemodal lokal daripada pengrajin itu sendiri (Budiarti, 

et.al, 2024). Dalam hal peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan 

katalisator, Majid et al. (2021) dan Putri (2017) menunjukkan hal ini sangat 

berperan dalam pengembangan IKM tenun dan batik meski sosialisasi program 

masih kurang (Amazihono, M. (2024; Elsye, 2022; Gitayuda & Kurniawan, 2023). 

Keberhasilan pengembangan UMKM juga bergantung pada sinergi berbagai 

pihak. Sukmariningsih et al. (2024) menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah 

daerah, perguruan tinggi, dan sektor perbankan untuk mendukung UMKM batik 

tradisional (Susilowati, et.al 2020). Habibuddin et al. (2023) menunjukkan 

komunitas Bale Tenun dapat menjadi sumber belajar seni dan budaya melalui 

participatory action research (Sari, et.al, 2023). Di Kota Samarinda, Putra dan 

Situmorang (2023) mengungkap bahwa pengrajin di Kelurahan Tenun aktif 

mengembangkan produk namun masih butuh dukungan publik dan swasta untuk 

meningkatkan daya jual (Hulu, et.al, 2023). Mustofa et al. (2023) menemukan 

pelatihan e-commerce bagi UMKM pengrajin tenun Samarinda dapat meningkatkan 

perekonomian dengan pemasaran online (] Rachmaesa & Damanik, 2022). 

Dalam konteks pariwisata, Sudarmayasa dan Nala (2019) menunjukkan 

sektor pariwisata  berdampak positif pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat 

(Kalis, 2024). Sari et al. (2024) juga mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat 

berbasis kearifan lokal meningkatkan partisipasi dalam pengembangan pariwisata 

dan produk lokal (Pasaribu, 2024). Santoso et al. (2022) mencatat pentingnya 

pelatihan, pameran, dan fasilitasi antar pengrajin untuk kapasitas dan pemasaran 

produk tenun di Kutai Kartanegara (Gunawan, 2025). Pemerintah daerah berperan 

besar dalam mendukung pengembangan UMKM, sebagaimana Suryani (2018) 

menyatakan pengembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis memerlukan peran 

aktif pemerintah dalam pelatihan dan pendampingan (Pasaribu, 2024). Bahri (2019) 

menegaskan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan hanya dapat terwujud 

melalui program yang melibatkan berbagai stakeholder (Elpina, 2024). Ramadhanti 

et al. (2022) mengungkap peran penting pemerintah daerah Banyuwangi dalam 

pemberdayaan UMKM batik melalui pelatihan, promosi, dan akses permodalan 

terbuka (Nasman, & Perwitasari, 2024). 
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Digitalisasi dan inovasi juga menjadi fokus penting. Schwab (2016) 

menjelaskan Revolusi Industri Keempat ditandai oleh teknologi digitalisasi, 

otomatisasi, dan AI yang mengubah sektor industri dan menyediakan solusi inovatif 

(Berliandaldo & Muhadli, 2022). Sutanto dan Nugroho (2021) menegaskan 

penerapan inovasi dan teknologi krusial agar UMKM mampu bersaing di pasar 

domestik dan global (Astuty, 2023). Gonzalez dan Li (2019) menyatakan digitalisasi 

dan inovasi vital bagi pertumbuhan bisnis kecil dengan efisiensi operasional dan 

akses pasar luas (Putri, et al. 2023). Terakhir, Patton et al. (2025) mengkaji 

implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda untuk tata kelola 

pemerintahan daerah lebih baik melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil 

(Gunawan, 2025). Mustofa et al. (2023) menekankan pentingnya pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pemasaran produk tenun untuk memperluas jangkauan 

pasar dan meningkatkan daya saing UMKM Samarinda (Alwy, 2022). Berdasarkan 

hal tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur legalitas UMKM sektor pariwisata di 

daerah penyangga IKN? 

2. Bagaimana model kolaborasi multi-stakeholder yang tepat dalam penguatan 

ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga IKN? 

 

II. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, dengan fokus pada 

analisis terhadap norma hukum positif yang relevan dengan pembangunan 

ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga 

pendekatan utama, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

(2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) pendekatan historis-

sistematis terhadap regulasi sektoral yang berlaku. Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

mengatur sektor pariwisata dan investasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta 

peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Presiden 

Nomor 62 Tahun 2023 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. 
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Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori dan konsep tentang 

kolaborasi multi-stakeholder, good governance, serta pembangunan berkelanjutan 

berbasis potensi lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka 

terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum 

sekunder (literatur ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya), dan bahan 

hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Data dianalisis secara 

deskriptif-analitis, dengan penalaran deduktif dan interpretatif, untuk merumuskan 

sebuah model kolaborasi multi-stakeholder yang mengintegrasikan legalitas, peran 

kelembagaan, dan sinergi antaraktor dalam penguatan investasi pariwisata daerah 

penyangga IKN secara berkelanjutan. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Kerangka hukum sektor pariwisata di daerah penyangga IKN 

Dalam konteks pengembangan smart ecotourism, legalitas usaha 

menjadi dasar utama. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah 

mereformasi banyak aspek perizinan usaha, memberikan kemudahan akses 

dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor 

pariwisata (Kementerian Investasi RI, 2021). Penyederhanaan prosedur 

perizinan ini memungkinkan para pelaku ekowisata untuk lebih cepat 

memulai dan mengembangkan usaha secara legal, sehingga memberikan 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberdayaan 

pelaku dan manajemen pariwisata mendukung harmonisasi regulasi.  

Selanjutnya, aspek pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) juga 

krusial dalam kerangka ini. Produk khas daerah yang menjadi identitas 

ekowisata di penyangga IKN dilindungi oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini memastikan bahwa ciri khas lokal 

yang unik dapat dijaga dan dipasarkan secara legal, sehingga memberikan 

nilai tambah bagi pelaku usaha dan menjaga keberlanjutan warisan budaya 

(Purwaningsih, 2021). Perlindungan HKI juga berkontribusi dalam 

meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan global. 

Teknologi AI menjadi elemen inovatif dalam model ini yang difasilitasi 

oleh kerangka hukum terkait data dan teknologi informasi. UU No. 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tata kelola data yang 

diproses oleh teknologi AI, termasuk keamanan dan privasi data pelanggan 
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serta pelaku usaha (Kominfo RI, 2022). Regulasi ini sangat penting untuk 

membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam 

memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan aman. Selain itu, 

implementasi AI dalam smart ecotourism dapat mencakup sistem 

rekomendasi wisata, pemasaran digital, serta monitoring dan evaluasi 

aktivitas usaha secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dan 

kualitas layanan (Yong et al., 2022). 

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Smart Village 

memperkuat kebijakan nasional dengan penekanan pada digitalisasi UMKM 

dan pelestarian budaya lokal (Pemprov Kaltim, 2023). Kebijakan ini 

mendorong integrasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat 

setempat dalam kolaborasi pengembangan ekowisata yang cerdas dan 

inklusif. Model ini menempatkan sumber daya lokal sebagai aktor sentral 

yang harus didukung melalui pelatihan, fasilitasi teknologi, dan akses 

permodalan, sehingga memperkuat basis sosial ekonomi daerah. 

Dengan demikian, kerangka model kolaborasi multi-stakeholder ini 

mengedepankan integrasi aspek legalitas usaha (UU Cipta Kerja), 

perlindungan HKI (UU Merek dan IG), tata kelola data dan AI (UU 

Perlindungan Data Pribadi), serta kebijakan daerah (Perda Kaltim No. 

6/2023) yang secara sinergis mendukung pembangunan smart ecotourism 

yang berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan teori kolaborasi multi-

stakeholder yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak 

dengan peran dan tanggung jawab yang jelas (Bryson et al., 2015; 

Zimmerman, 2000). 

Penting membahas kebijakan daerah dalam peningkatan keunggulan 

daerah, bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengalami peningkatan 

signifikan jika daerah memahami apa yang menjadi sektor unggulannya. 

Mencermati keunggulan lokal dan pariwisata di daerah penyangga IKN, 

Balikpapan memiliki potensi bisnis dan investasi pariwisata dengan wisata 

alam pantai, bahkan pelabuhan laut yang bersifat internasional. Kutai 

Kartanegara juga memiliki perkebunan yang mendukung potensi wisata 

alam, demikian pula Penajam Paser Utara.  Pemerintah mempromosikan 
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IKN di kalangan wisatawan[1]. Daerah Penyangga IKN terbuka untuk  

bekerjasama dengan daerah penyangga  lainnya, mendorong integrasi 

program pariwisata, transportasi, permukiman dan perlu didorong untuk 

menekankan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan komoditas 

unggulan beserta hilirisasi [PKP2A, 2020]. Widiarani et al. [2021] 

menyatakan tiga sektor terbesar Balikpapan adalah perdagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, serta 

informasi dan komunikasi. Pribadi et al. [2023] menyatakan kebijakan 

terhadap pelaku sektor pariwisata dan dukungan SDM UMKM di sekitar IKN 

digiatkan keberdayaannya.  Riana et al [2024] menyatakan smart  

ecotourism penting dalam industri pariwisata berkelanjutan dan pelestarian 

lingkungan dengan memberdayakan masyarakat.  

Dalam manajemen pariwisata, sependapat dengan Grasse et al. [2018] 

menyatakan bahwa struktur institusional dan perencanaan strategis 

membantu memoderasi konflik politik di komunitas yang terpolarisasi. 

Retnaningsih [2020] menyatakan diperlukan inovasi teknologi guna 

meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing produk unggulan. 

Mustafa [2020] menyatakan sumber daya menjadi salah satu faktor utama 

akselerasi. Muhammad [2017] menyatakan  prinsip keterbukaan dan 

interaksi yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan akan 

mengkatalisasi proses inovasi. Soares [2015] menyatakan bahwa 

pemerintah daerah berperan sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, 

dan stimulator. 

Terkait investasi dalam pembangunan IKN sebagai smart city, Salamah 

[2018] menyatakan pentingnya membangun smart city. Investasi di IKN perlu 

didukung di segala lini dengan kesiapan sarana prasarana, hukum, dan 

pemberdayaan masyarakat. Klager [2013] menyatakan karakterisasi yang 

sesuai dalam sistem standar perlindungan investasi merupakan tugas yang 

kompleks. Hartley [2015] menyatakan yurisdiksi dapat dibenarkan jika fakta 

utama yang melahirkan klaim terjadi dalam wilayah. Dengan demikian, 

investasi perlu didukung regulasi dan iklim kondusif, serta mengikuti 

kebijakan daerah. 
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Mo et al [2022] menyatakan pembuat kebijakan harus meningkatkan 

keterlibatan institusi keuangan di sektor swasta, Muzayanah et al [2022] 

berpendapat bahwa tempat rekreasi memiliki kontribusi positif terhadap 

modal sosial, dan Kummitha et al. [2023] menjelaskan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi dan 

sosial, kualitas hidup, serta kelestarian lingkungan. Glyptou [2024] 

menyatakan bahwa operasionalisasi konsep keberlanjutan di destinasi 

wisata masih sulit dicapai. 

 

3.2. Dukungan kolaborasi multi-stakeholder guna memperkuat legalitas dan 

daya saing UMKM sektor pariwisata di daerah penyangga IKN 

UU Cipta Kerja memang telah membuka peluang perizinan yang lebih 

cepat dan mudah, namun di lapangan masih terdapat tantangan dalam hal 

harmonisasi peraturan teknis di tingkat daerah yang belum sepenuhnya 

sinkron (Kemenkop UKM, 2023). Hal ini menimbulkan hambatan 

administratif yang berpotensi mengurangi efektivitas kolaborasi antara 

pelaku usaha, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. 

Lebih lanjut, walaupun UU Merek dan Indikasi Geografis sudah 

memberikan payung hukum yang jelas, pengetahuan dan kesadaran pelaku 

UMKM di daerah penyangga IKN terhadap HKI masih terbatas (Endang 

Purwaningsih, 2021). Oleh sebab itu, kebijakan daerah perlu menekankan 

aspek edukasi dan fasilitasi perlindungan HKI agar pelaku usaha dapat 

memanfaatkan hak-hak mereka secara optimal dan legal. Hal ini juga harus 

diselaraskan dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

dalam menggunakan teknologi AI sebagai alat pemasaran dan pengelolaan 

usaha (Dinas Koperasi dan UMKM Kaltim, 2024). 

Dari sisi regulasi teknologi, UU Perlindungan Data Pribadi menjadi 

landasan penting untuk menjamin keamanan dan privasi, namun 

implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala karena keterbatasan 

kapasitas pengawasan dan sosialisasi di tingkat daerah (Kominfo RI, 2022). 

Efektivitas penerapan teknologi AI dalam smart ecotourism juga bergantung 

pada kesiapan infrastruktur digital dan kemampuan SDM lokal yang masih 

perlu ditingkatkan secara signifikan. Kebijakan daerah seperti Perda No. 6 

Tahun 2023 sudah mengarahkan pada digitalisasi UMKM, tetapi 
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pelaksanaan di lapangan harus didukung dengan program pelatihan dan 

pendampingan yang berkelanjutan. 

Keterpaduan antara aspek legalitas, teknologi, dan sumber daya lokal 

dalam kebijakan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif jika didukung 

oleh koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip good 

governance dan kolaborasi multi-stakeholder yang mengutamakan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif (Bryson et al., 2015). Oleh 

karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang rutin 

untuk memastikan model ini berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan 

smart ecotourism yang berkelanjutan dan inklusif. 

Amal dan Sulistyawan [2022] menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota 

di berbagai negara merupakan hal umum dengan berbagai pertimbangan. 

PPh, PPN, maupun PPh karyawan akan dibebaskan untuk memberikan 

stimulus ekonomi kepada pelaku UKM yang ingin berinvestasi di IKN 

[Bisnis.com, 2023]. Kolaborasi lembaga diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan pembangunan penyangga IKN, dan peran pemerintah daerah 

perlu lebih serius dengan dasar hukum yang kuat. Park [2016] menyatakan 

bahwa peran investor dalam corporate governance dapat menyamarkan 

fungsi pemantauan tata kelola. Dhir [2015] menyatakan bahwa hukum dapat 

mengurangi stigma terhadap norma yang belum diterima secara luas. Nola 

[2016] menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan 

masyarakat. 

Tidak cukup hanya legalitas, Kamalia [2021] menyatakan  stakeholder 

pembangunan daerah perlu dilibatkan secara serius dan berkesinambungan 

agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Pelaku usaha juga harus 

diberdayakan agar jiwa wirausaha dan inovasi terus berkembang. Triarda 

dan Damayanti [2021] menyatakan bahwa untuk meningkatkan PAD, 

langkah pertama yang diperlukan adalah menganalisis potensi daerah 

masing-masing. 

Budiarti et al. [2024] menyatakan bahwa peran pemerintah daerah 

harus bersinergi dengan SDM yang kreatif, inovatif, inisiatif, dan mampu 

menangkap peluang usaha. Amazihono [2024] menyatakan  pemerintah 
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daerah memiliki peran penting dalam mendorong potensi ekonomi lokal. 

Elsye [2022] menyatakan bahwa semakin banyak pengunjung yang datang, 

semakin berkembang UMKM di daerah tersebut. 

Mengenai peran pariwisata unggulan dan UMKM Gitayuda et al. [2023] 

menyimpulkan bahwa sikap finansial berpengaruh positif terhadap perilaku 

manajemen keuangan UMKM. Susilowati et al. [2020] menemukan bahwa 

promosi dan harga merupakan aspek yang harus ditingkatkan dalam 

meningkatkan kualitas UMKM pariwisata. Sari et al. [2023] menjelaskan 

bahwa inovasi dan faktor lingkungan berpengaruh signifikan terhadap 

inovasi produk dan proses di sektor UMKM. Hulu et al. [2021] menemukan 

UMKM dan bisnis besar di sektor pariwisata tidak hanya mendukung 

perekonomian masyarakat tetapi juga memenuhi kebutuhan wisatawan. 

Rachmaesa et al. [2022] menyimpulkan  UMKM pariwisata, khususnya 

akomodasi dan kuliner, mengalami kontraksi paling dalam selama pandemi, 

sehingga membutuhkan strategi adaptasi dan kolaborasi untuk bertahan. 

Terkait penguatan kapasitas, Kalis [2024] menyatakan UMKM di 

daerah perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu 

bersaing. Srijan [2024] menyatakan peningkatan kompetensi SDM harus 

dilakukan terstruktur dan berkelanjutan agar menciptakan lingkungan bisnis 

yang kompetitif. Kamsidik [2025] menyatakan  pengelolaan SDM yang 

optimal dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. 

Pentingnya integrasi legalitas, AI, dan peran sumber daya di daerah, 

Pasaribu [2024] menyatakan bahwa AI dapat mempercepat proses legislasi, 

tetapi penerapannya di Indonesia masih menghadapi hambatan regulasi dan 

etika. Elpina [2024] menyatakan implementasi AI dalam sistem bisnis 

menimbulkan isu hukum yang kompleks. Nasman et al [38] menyatakan 

bahwa transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta keamanan data 

merupakan pilar utama dalam memastikan penggunaan AI yang etis. 

 Peran stakeholder menurut Berliandaldo dan Muhadli [2022] 

menyatakan bahwa sektor pariwisata berperan sebagai kunci pertumbuhan 

ekonomi global. Astuty [2023] menyatakan perlu mengembangkan konsep 

green tourism untuk mendukung konservasi SDA. Putri et al. [2023] 

menyatakan potensi wisata dapat dilihat dari atraksi, aksesibilitas, amenitas, 
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dan paket wisata. Gunawan [2025] menyatakan digitalisasi dalam 

pengelolaan sumber daya memberikan keunggulan kompetitif tetapi juga 

menuntut peningkatan keterampilan SDM. Alwy [2022] menyatakan bahwa 

digitalisasi meningkatkan efektivitas dan produktivitas melalui literasi 

teknologi. Fadhil [2024] menyatakan diperlukan peningkatan sistem 

manajemen kinerja dan adopsi teknologi. 

Rekomendasi kebijakan untuk penguatan smart ecotourism di daerah 

penyangga IKN perlu menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku 

UMKM serta aparat daerah, khususnya dalam pengelolaan hak kekayaan 

intelektual (HKI) dan pemanfaatan teknologi AI. Selain itu, harmonisasi 

regulasi antara tingkat pusat dan daerah harus dilakukan untuk mengurangi 

hambatan administratif yang kerap menghambat pengembangan usaha. 

Sosialisasi dan edukasi mengenai HKI perlu dijalankan secara massif dan 

berkelanjutan agar pelaku usaha semakin sadar akan hak dan kewajiban 

hukumnya. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan 

dengan membentuk unit pengawasan terpadu di tingkat daerah yang 

melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat, 

guna memantau serta memastikan efektivitas penerapan regulasi berjalan 

secara optimal. 

 

Gambar 1 Model kelembagaan kolaboratif dalam ekosistem investasi 

pariwisata berkelanjutan 
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Bagan tersebut menggambarkan keterkaitan antar pemangku 

kepentingan utama yang terlibat dalam penguatan ekosistem investasi 

pariwisata. Inti dari model ini adalah “Regulasi dan Kebijakan” yang menjadi 

landasan kolaborasi semua pihak, guna mencapai harmonisasi dan 

kepastian hukum. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai pembuat 

kebijakan dan fasilitator regulasi investasi. Investor, UMKM pariwisata, 

akademisi, dan masyarakat lokal menjadi aktor strategis yang menyumbang 

perspektif, sumber daya, dan kepentingan masing-masing dalam proses 

pembangunan pariwisata. 

Semua pihak berkontribusi membentuk dan memperkuat regulasi yang 

responsif dan adaptif. Dari pusat regulasi ini, tercipta ekosistem investasi 

pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, 

tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan lokal, 

serta perlindungan hukum bagi seluruh stakeholder. Pendekatan hukum 

berfungsi sebagai alat integrasi, fasilitasi, proteksi, dan koreksi terhadap 

dinamika kolaborasi tersebut. 

3.3. Kerangka penegakan hukum sektor pariwisata di daerah penyangga 

IKN 

Penegakan hukum bermakna penegakan hukum preventif maupun 

represif, secara preventif perlunya regulasi maupun kebijakan khusus, 

berfokus pada pelindungan hukum. Pembahasan kerangka hukum daerah 

penyangga IKN menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja merupakan tonggak utama dalam memberikan kemudahan perizinan 

bagi UMKM sektor pariwisata, yang mendukung percepatan pengembangan 

usaha secara legal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal 

(Kementerian Investasi RI, 2021). Hal ini relevan karena percepatan 

perizinan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam 

industri pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, perlindungan HKI melalui 

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat penting 

untuk menjaga keunikan produk lokal sebagai ciri khas daerah, sekaligus 

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar nasional maupun 

global (Purwaningsih, 2021). Pelindungan HKI bukan hanya aspek legal, 
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tetapi juga instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi lokal dan 

pelestarian budaya. 

Pemanfaatan teknologi AI dalam smart ecotourism didukung oleh 

regulasi terbaru, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi, yang mengatur tata kelola data serta menjaga keamanan dan 

privasi pengguna. Regulasi ini penting untuk membangun kepercayaan 

dalam penggunaan teknologi digital, sekaligus membuka peluang inovasi 

pada pengelolaan pariwisata berbasis AI (Kominfo RI, 2022; Yong et al., 

2022). Peraturan daerah seperti Perda Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2023 

memperkuat kebijakan nasional dengan fokus pada digitalisasi UMKM dan 

pelestarian budaya lokal. Pendekatan ini menempatkan sumber daya lokal 

sebagai aktor utama, yang mendapat dukungan pelatihan dan akses 

permodalan, sehingga memperkuat basis sosial ekonomi daerah. 

Keterpaduan regulasi nasional dan daerah ini mencerminkan prinsip 

kolaborasi multi-stakeholder yang menuntut peran aktif berbagai pihak dalam 

membangun smart ecotourism yang inklusif dan berkelanjutan (Bryson et al., 

2015; Zimmerman, 2000). Selain itu, pemanfaatan keunggulan lokal dan 

integrasi kebijakan antar daerah penyangga IKN mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berbasis potensi sumber daya alam dan sosial (Widiarani et 

al., 2023; Pribadi et al., 2023). Secara keseluruhan, kerangka hukum ini tidak 

hanya membangun landasan legal, tetapi juga menegaskan sinergi antara 

aspek legalitas, teknologi, dan pengelolaan sumber daya manusia dan alam, 

sebagai pondasi utama penguatan smart ecotourism di daerah penyangga 

IKN. 

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada 

koordinasi yang baik serta dukungan nyata dari pemerintah daerah, pelaku 

usaha, dan masyarakat lokal. Potensi keunggulan daerah di sektor 

pariwisata sekitar IKN dapat dimaksimalkan apabila kolaborasi antar 

pemangku kepentingan berjalan dengan sinergis dan regulasi yang 

diterapkan bersifat adaptif terhadap dinamika lokal yang terus berkembang. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah 

agar mampu mengimplementasikan dan mengawasi regulasi dengan lebih 

efektif, khususnya dalam hal digitalisasi UMKM dan pelestarian budaya lokal 
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yang menjadi nilai tambah pariwisata. Selain itu, program pelatihan dan 

edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk diberikan kepada pelaku 

UMKM agar mereka mampu memanfaatkan teknologi AI, mengelola usaha 

secara profesional, serta memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan 

intelektual (HKI). 

Tidak kalah penting adalah fasilitasi akses permodalan berbasis 

teknologi yang dapat mendukung pengembangan UMKM secara legal dan 

meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan kemudahan akses ini, 

pelaku usaha akan lebih mudah mengembangkan kapasitas usahanya serta 

memperluas jangkauan pasar. Selain itu, investasi pada pengembangan 

infrastruktur digital yang memadai harus menjadi prioritas, sehingga 

ekosistem smart ecotourism berbasis teknologi dapat berjalan optimal. 

Infrastruktur yang baik akan memperkuat konektivitas, memperlancar 

transaksi digital, dan memperbesar potensi pemasaran produk pariwisata 

berbasis digital di daerah penyangga IKN. 

Fragmentasi kebijakan, disharmoni regulasi, rendahnya adopsi AI,  

lemahnya tata kelola SDM dan SDA, yang berpotensi menghambat daya 

saing, investasi berkelanjutan, dan pengembangan pariwisata berbasis 

ekowisata, perlu ditangani dengan serius,  sehingga dibutuhkan solusi 

strategis implementatif untuk mengakselerasi pengembangan sektor 

pariwisata di daerah penyangga IKN.   

3.4. Harmonisasi regulasi guna mendukung kolaborasi multi-stakeholder  

Telah dinyatakan sebelumnya, penegakan hukum tidak hanya 

berkaitan dengan pelaksanaan hukum semata, tetapi juga bagaimana 

hukum ditegakkan secara preventif dan represif. Meskipun regulasi utama 

seperti UU Cipta Kerja dan UU Hak Kekayaan Intelektual telah membuka 

ruang bagi kemudahan perizinan dan perlindungan usaha, dalam praktiknya 

masih ditemukan hambatan, terutama ketidaksinkronan aturan teknis di 

tingkat daerah (Kemenkop UKM, 2023). 

Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi efektivitas kolaborasi multi-

stakeholder yang diperlukan untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara 

optimal. Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai HKI menjadi 

penghambat pemanfaatan perlindungan hukum secara maksimal 
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(Purwaningsih, 2021). Oleh karena itu, kebijakan daerah harus 

mengedepankan edukasi dan fasilitasi perlindungan HKI serta peningkatan 

kapasitas SDM dalam pengelolaan teknologi, terutama AI sebagai alat 

pemasaran dan efisiensi usaha (Dinas Koperasi dan UMKM Kaltim, 2024). 

Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar 

hukum penggunaan AI masih menghadapi kendala di lapangan, seperti 

keterbatasan kapasitas pengawasan dan sosialisasi di daerah (Kominfo RI, 

2022). Infrastruktur digital dan kesiapan SDM lokal juga masih perlu 

penguatan agar teknologi AI dapat dimanfaatkan secara optimal dalam 

mendukung smart ecotourism. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah 

pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan 

model ini. Pendekatan good governance dengan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi aktif akan memastikan pelaksanaan kolaborasi 

multi-stakeholder berjalan efektif dan berkelanjutan (Bryson et al., 2015). 

Literatur dan riset juga diperlukan untuk menguatkan  peran aktif 

berbagai stakeholder, dari investor hingga komunitas lokal, serta pentingnya 

inovasi teknologi dan pengembangan SDM untuk mendorong daya saing 

UMKM (Mustafa, 2023; Muhammad, 2023; Soares, 2023). Peran pemerintah 

daerah sebagai fasilitator dan stimulator dalam pembangunan ekonomi lokal 

juga sangat menentukan (Salamah, 2023; Klager, 2023). 

Dalam konteks investasi di IKN, dukungan regulasi dan iklim kondusif 

sangat dibutuhkan agar investasi dapat tumbuh optimal, dengan dukungan 

keterlibatan institusi keuangan dan peningkatan kapasitas masyarakat (Mo 

et al., 2023; Muzayanah et al., 2023). Selain itu, promosi dan inovasi produk 

UMKM harus ditingkatkan sebagai strategi penguatan sektor pariwisata 

(Susilowati et al., 2023; Sari et al., 2023). 

Peningkatan kompetensi SDM juga menjadi faktor krusial agar UMKM 

dapat bersaing secara berkelanjutan (Srijan, 2023; Kamsidik, 2023). Di sisi 

lain, regulasi penggunaan AI masih menghadapi tantangan hukum dan etika 

yang harus diantisipasi secara serius agar teknologi dapat dimanfaatkan 

secara etis dan transparan (Pasaribu, 2023; Elpina, 2023). 

Dengan demikian, efektivitas regulasi bukan hanya terkait keberadaan 

aturan, tetapi bagaimana aturan tersebut diimplementasikan secara sinergis 
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dan didukung oleh peningkatan kapasitas serta kolaborasi intensif antar 

pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan smart ecotourism yang 

inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum secara 

represif sangat dibutuhkan untuk menindak pelanggaran nyata, seperti 

perizinan usaha yang tidak sesuai atau pelanggaran hak kekayaan 

intelektual, agar memberikan efek jera sekaligus menjaga iklim usaha yang 

adil dan kondusif bagi semua pihak. Penegakan hukum yang tegas dan 

konsisten juga menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha dan masyarakat 

bahwa setiap pelanggaran tidak akan dibiarkan, sehingga mendorong 

kepatuhan dan kesadaran hukum yang lebih baik secara menyeluruh. Hal ini 

hanya dapat tercapai jika ada harmonisasi aturan yang jelas dan terpadu 

antar tingkat pusat dan daerah, sehingga menciptakan kepastian hukum 

yang menjadi landasan kuat dalam pembangunan smart ecotourism. Model 

kelembagaan kolaboratif dalam ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan 

perlu dukungan regulasi dan iklim kondusif agar investasi dapat tumbuh 

optimal, harmoni dan berkepastian hukum. 

Dalam aspek penegakan hukum pelindungan dan komersialisasi HKI 

serta teknologi AI, dibutuhkan langkah konkret seperti pembentukan satuan 

tugas khusus di daerah penyangga IKN yang bertugas menindak 

pelanggaran HKI dengan mekanisme pelaporan yang mudah dan cepat. 

Kolaborasi antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan asosiasi pelaku 

UMKM juga penting untuk mendukung pengawasan dan edukasi hukum 

secara terpadu demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum. 

Pemanfaatan teknologi AI dalam sistem digital pelaporan pelanggaran akan 

mempercepat deteksi peniruan produk dan membantu penegakan hukum 

yang lebih efisien. Sementara itu, dukungan terhadap komersialisasi HKI 

meliputi fasilitasi penggunaan AI dalam pemasaran digital dan e-commerce, 

pengembangan platform digital sebagai marketplace produk lokal yang 

terintegrasi dengan perlindungan HKI, serta pemberian insentif fiskal dan 

non-fiskal bagi UMKM yang aktif mendaftarkan HKI dan memasarkan produk 

secara legal dan inovatif. 

Model kolaborasi multi-stakeholder yang diusulkan mengintegrasikan 

aspek legalitas usaha, perlindungan HKI, teknologi AI, dan pemberdayaan 
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sumber daya lokal melalui sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat 

berperan dalam menyusun regulasi nasional yang adaptif serta menyediakan 

payung hukum dan insentif ekonomi untuk meningkatkan efektivitas 

kebijakan. Pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan, 

fasilitator digitalisasi UMKM, pengawas regulasi, dan penyelenggara 

pelatihan. Pelaku UMKM berperan sebagai pengguna teknologi AI dan 

pelindung HKI yang inovatif serta taat hukum. Komunitas lokal menjaga nilai 

budaya dan lingkungan sebagai mitra dalam pariwisata berkelanjutan, 

sementara investor dan sektor swasta menyediakan modal dan teknologi 

untuk komersialisasi serta ekspansi pasar. Akademisi dan lembaga R & D 

perlu berkontribusi sebagai penyedia data, analisis, dan evaluasi kebijakan 

serta pelaksanaan model tersebut secara berkelanjutan demi menjamin 

efektivitas pelaksanaan di lapangan. 

 

IV. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

1. Pemerintah pusat dan daerah memegang peran strategis dalam menyusun 

dan mengimplementasikan  regulasi yang adaptif serta menyediakan 

fasilitas pendukung seperti pelatihan dan infrastruktur digital. Kerangka 

penguatan smart ecotourism di daerah penyangga IKN berbasis hukum 

dibangun melalui model kolaborasi multi-stakeholder yang 

mengintegrasikan aspek legalitas UMKM, pelindungan hak kekayaan 

intelektual (HKI), pemanfaatan teknologi AI, dan pemberdayaan sumber 

daya lokal. 

2. Model yang tepat dalam penguatan smart ecotourism sangat dipengaruhi 

oleh peran stakeholder. Model kelembagaan kolaboratif dalam ekosistem 

investasi pariwisata berkelanjutan perlu dukungan regulasi dan iklim 

kondusif agar investasi dapat tumbuh optimal, harmoni dan berkepastian 

hukum. 

4.2. Saran 

1. Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk terus mengembangkan 

regulasi yang adaptif dan memperkuat peran aktif, fasilitas pendukung, 

seperti pelatihan dan infrastruktur digital, guna mendukung kolaborasi 
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multi-stakeholder dalam penguatan smart ecotourism di daerah penyangga 

IKN. 

2. Dalam pelaksanaan model, diperlukan harmonisasi kebijakan, gandeng 

tangan kelembagaan, penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam 

pemanfaatan teknologi AI dan pelindungan HKI, sekaligus memperkuat 

peran komunitas lokal, investor, dan akademisi agar kolaborasi yang 

terjalin berjalan efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif 

pada daya saing dan pelestarian lingkungan. 
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